MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/M-DAG/PER/3/2012

TENTANG

KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui
perdagangan berkelanjutan perlu dijaga keberlangsungan
Ekspor dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan;

bahwa Ekspor merupakan salah satu sumber utama
perolehan devisa negara yang diperlukan untuk
mendukung pembangunan ekonomi nasional sehingga
perlu untuk terus ditingkatkan dengan tetap menjaga
ketersediaan Barang dan bahan untuk kebutuhan dalam
negeri;

bahwa persaingan perdagangan global yang semakin ketat
menuntut peningkatan daya saing produk Ekspor, sehingga
dalam rangka memperbesar dan memperluas akses Ekspor
Indonesia ke pasar dunia perlu upaya peningkatan nilai
tambah produk di dalam negeri;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka
menciptakan kepastian usaha dan iklim usaha yang
kondusif, perlu diatur kembali kebijakan umum di bidang
Ekspor; '

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan;



Mengingat

10.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
Tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2469);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas
Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3844);



11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); |
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5170);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4998);



Menetapkan

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN
UMUM DI BIDANG EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah
Pabean.

|
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang mengenai kepabeanan.

Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan
usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang melakukan Ekspor. ‘

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Barang Bebas Ekspor adalah Barang yang tidak termasuk
dalam kelompok Barang Dibatasi Ekspor dan Barang
Dilarang Ekspor.

Barang Dibatasi Ekspor adalah Barang yang dibatasi
Eksportir, jenis dan/atau jumlah yang diekspor.

Barang Dilarang Ekspor adalah Barang yang tidak boleh
diekspor.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Barang ekspor dikelompokkan dalam:
a. Barang Bebas Ekspor;

b. Barang Dibatasi Ekspor; dan

c. Barang Dilarang Ekspor.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Ekspor dapat dilakukan oleh:

a. orang perseorangan;

b. lembaga; dan

c. badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum.

Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab terhadap Barang yang diekspornya.

Pasal 4

Semua Barang bebas diekspor kecuali Barang Dibatasi
Ekspor, Barang Dilarang Ekspor, atau ditentukan lain oleh
Undang-Undang.

Menteri dapat membatasi ekspor Barang dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan
umum;

b. untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-
tumbuhan atau lingkungan;

c. adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang
ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah;

d. terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk
konservasi secara efektif;

e. terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah
tujuan ekspor; dan/atau
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

f. terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan
oleh industri pengolahan.

Menteri dapat melarang ekspor Barang dengan alasan:
a. mengancam keamanan nasional atau kepentingan
umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;

melindungi hak atas kekayaan intelektual;
melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;
. merusak lingkungan hidup dan ekologi; dan/atau

berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan
yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

oo

Pasal 5

Orang perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok
Barang Bebas Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor
kelompok Barang Bebas Ekspor dan Barang Dibatasi
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a dan huruf b.

Pasal 6

Orang perseorangan yang mengekspor Barang Bebas

Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a harus memiliki:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

b. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Bebas
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a harus memiliki:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha
dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non
kementerian/instansi;

b. Tanda Daftar Perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan

perundang-undangan.

a0

Pasal 7

Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang

Dibatasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b harus memiliki:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha,
dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non
kementerian/instansi;
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

b. Tanda Daftar Perusahaan; dan
¢. Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang
Dibatasi Ekspor selain wajib memiliki persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis
Barangnya berupa:

a. pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar;

Persetujuan Ekspor;

Laporan Surveyor;

Surat Keterangan Asal; dan/atau

dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan.

°ono o

Pasal 8

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dan
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a dan huruf b lembaga atau badan usaha
mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan
melalui Unit Pelayanan Perdagangan atau secara online.

Pasal 9

Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan pengakuan
sebagai Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu
paling lama S5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap dan benar.

Pasal 10

(1) Perizinan dibidang ekspor diterbitkan oleh Menteri atau
pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan
perizinan.

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan
penerbitan perizinan kepada instansi atau dinas teknis
terkait.

Pasal 11

(1) Eksportir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor
Barang Dibatasi Ekspor, baik terealisasi maupun tidak
terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(2) Laporan pelaksanaan ekspor Barang Dibatasi Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
melalui: |



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

a. http://inatrade.kemendag.go.id dengan tembusan
kepada instansi terkait; atau
b. Unit Pelayanan Perdagangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ekspor untuk
setiap jenis Barang Dibatasi Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Menteri dapat mempertimbangkan usulan dan/atau
pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lain dalam
menetapkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12.

Pasal 14

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang Bebas Ekspor
yang tidak sesuai dengan ketentuan Barang Bebas Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan
perizinan dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor
yang tidak sesuai dengan ketentuan Barang Dibatasi
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan
Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan
perizinan, pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar,
Persetujuan Ekspor dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang Dilarang Ekspor
dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan
perizinan dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Eksportir yang dikenai sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terhadap
Barang Ekspornya dikuasai oleh Negara.

(5) Penanganan Barang ekspor yang dikuasai oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang kepabeanan.
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

i

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
558 /MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di
Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/1/2007, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dan Persetujuan
Ekspor yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor
558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di
Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/1/2007 dinyatakan tetap berlaku sampai
berakhirnya masa berlaku pengakuan sebagai Eksportir
Terdaftar dan Persetujuan Ekspor.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
_Sekretariat Jenderal

)

y /K’emeﬁtenan\ Perdagangan
~Kepala Biro Hukum,
1 &N

““LASMININGSIH
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